
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TASIKMALAYA 

NOMOR 105 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENJABARAN PERU BAHAN A GGARA PENDAPATAN DAN BEL NJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Menimban 

Menging t 

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHAESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Bela nja Daerah Tahun Anggaran 202 1, perlu 
mene'tapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya ten tang Penjabaran 
Peru an Anggaran Penda tan dan Belanja Daerah Tahun 

2 2 ; 

1. Undang- Un ang No 0 14 T h u n 1950 ten tang 
Pembe tu an Daerah-Daerah Ka bupaten dalam 
Lingk gan Provin i Djawa Bara t (Berita Negara Republik 
ndon sia tanggaJ gustu 1950) , sebagaimana telah 

diub d ngan Undang-Un dang omor 4 Ta h un 1968 
t n tang Pem bentukan Kabupa ten Pu akarta dan 
Kabupaten Subang dengan Mengu bah Undang-Undang 
Nomor 14 Tah n 1950 tentang Pembentu kan Daerah
Da rah Kabupaten dalam Lingku gan Provin i Djawa Ba_rat 
Lembaran Negara Republik In donesia Tah un 1968 Nomor 

31, T mb an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
285 ); 

2 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) ; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tan g 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

5 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah ( Lembara Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

6 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara republik Indonesia Nomor 5049) ; 

7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

tentang 
Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

9. Peraturan Pemerintall Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Waki! Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Peru bah an atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2012 

Nomor 17 1, Tambahan Lembaran Negara RepubJik 
Indonesia Nomor 5340) ; 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575) ; 

12 . Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan 
keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5107) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6323); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

19 . Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksa.naan dan Pertanggungjawaban Dana 
OperaionaJ (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067) ; 

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomar 64 Tahun 2020 
ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 
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21. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
ten tang Tata Cara Evaluasi Rancanga.l1 Peraturan Daerah 
ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah ten tang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 
KepaJa Daerah ten tang Penjabaran Anggaran Pendapata.n 
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tal~un 
2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten TasikmaJaya (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 5); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten TasikmaJaya Nomor 3 Tahun 
2020 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 3) ; 

26. Peraturan Daerah Kabupatel1 Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2021 tentang Peru bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 
Nomor 7); 

27. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2020 ten tang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021 (Berita Daerah Kabupaten TasikmaJaya Tahun 2021 
Nomor 37) ; 

28. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2021 
tentang Kebijakan Transisi Dalarn Rangka Penataan 
Perangkat Daerall berdasarkan Peraturan Daerall 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 
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tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten TasikmaJaya Tahun 2021 Nomor 38); 

29. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 
tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
TasikmaJaya Tahun 2021 Nomor 39); 

30. Peraturan Bupati TasikmaJaya Nomor 42 Tahun 2021 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya 
Nomor 54 Tahun 2020 ten tang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 202l. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2021. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya . 

2. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya. 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4 . Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan dewan perwa.k:ilan rakyat daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

5. Pengeiolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran , peiaksanaan, penatausahaan, peiaporan , 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah . 

6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 
7 . Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan . 
9 . Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada 

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang berslIat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keper)uan Daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
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10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban daerah. 

11. Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah reneana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. 

13. Pernbiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembaJi dan/atau 
pengeluaran yang akan diterima kern bali , baik pada tahun anggaran 
berkenaan maupun pad a tahun-tahun anggaran berikutnya. 

14. Pedornan Penyusunan APBD adaJah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan 
arah bagi pernerintahan daerah daJam penyusunan, pernbahasan dan 
penetapan APBD. 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar 
Rp3.300.1l1.437.407,00 bertambah sebesar Rp80.045.877.007 ,00 sehingga 

rnenjadi Rp3.380.157.314.414,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a . Pendapatan Daerah 

1. Semula 
2 . Bertambah/(Berkurang) 
Jurnlah Pendapatan Daerah Setelah 
Perubahan 

b . Belanja Daerah 
1. Semula 

2. Bertambah/(Berkurang) 
Jumlah Belanja Daerah Setelah 

Perubahan 

c. Pembiayaan Daerah 
1. Penerimaan Pembiayaan 

a) Semula 
b) Bertambah/(Berkurang) 

Jurnlah Penerimaan Pembiayaan 
Setelah Peru bah an 
2. Pengeluaran Pembiayaan 

a) Semula 
b) Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 

Daerah Setelah Peru bahan 

Rp3 .186.135.437.407,00 
Rp87 .724.338 .028,OO 

Rp3.273.859 .775.435,00 

Rp3 .300.111.437.407,OO 
Rp80.045 .877 .007,OO 

Rp3.380.157.314.414,00 

Rpl13.976 .000.000,OO 
Rp3 .821.538.979,OO 

Rp117 .797.538.979,OO 

RpO ,OO 
Rpl1.500 .000 .000,OO 

Rpll .500.000.000,00 
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Jumlah Pembiayaan Neto setelah 
perubahan 

Rp 106.297.538.979,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 
setelah perubahan Rp.O,OO 

Pasa13 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 2, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati TasikmaJay ini terdin 
dari : 
1. Lampiran r 

2 . Lampiran II 

3 . Lampiran III 

4 . Lampiran IV 

5. Lampiran V 

6 . Lampiran VI 

7 . Lampiran Vll 

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang DikiasifIkasi 
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pen d apatan , 
Belanja, dan Pembiayaan; 
Perubahan Penjabaran APBD Menurut Vrusan Pemerintahan 
Daerah , Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan. 
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Hibah; 
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Bantuan Sosia!; 
Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Vrusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
Pertambangan Gas AlamjTambahan DBH-Minyak dan Gas 
Bumi Menurut Vrusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program , Kegiatan, Sub Kegiatan , Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
Rincian Dana Tam bah an lnfrastruktur Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah , Organisasi, Program, Kegiatan , Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rlncian Objek Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan; 

8 . Lampiran VIII : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi / Kabupaten / 
Kota pada Daerah Perbatasan Da!am Rancangan Peraturan 
Daerah ten tang APBD dan Rancangan Peraturan Kepa!a 
Daerah ten tang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas 
Perbatasan Negara. 

Pasal4 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ill] 

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
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Pasal5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diund gkan d.i Singaparna 

Pada Tan ggal 9 ovember 2021 

~EmI~~TASIKMAL YA 

_.J4I~ ............... ZEN 

Ditetapkan di Singaparna 

Pada Tanggal 9 Jovem er 2021 

IKMALAYA 

BERlTA DAERAH KABUPATE ASIKM LAYA T UN 2021 NOMOR 105 


